
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SEI.ATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR j3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan anggaran

T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2OL8 sebagaimana dimaksud

dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor 903/3387 ISJ tanggal 30 Mei 2018,

pen5resuaian Dana Alokasi Khusus Fisik/Non

Fisik yang diterima dari Anggaran Pendapatan

da:r Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol8

ssfuagaimana dimaksud dalam Peratrrran

Presiden Nomor lO7 Tahun 2Ol7 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2078, dan kewajiban

pembayaran kekurangan atas selisih kenaikan

Iuran Jaminan Kematian pada tatrun €rnggaran

sebelumnya dan penambahan anggar€rn untuk
pembayaran Iuran Jaminan Kematian pada

Tahun Anggaran 2OI8 kepada PT. TASPEN

(PERSERO) Cabang Banjarmasin, serta

penambahan anggaran alokasi belanja dalam

rangka percepatan penerbitan KTP Elektronik

(KTP-el) pada Tahun Anggaran 2OL8 sesuai

Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan

il
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b.

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Nomor :47l.l3l8039|DUKCAPIL tanggal 3 Mei

2018, maka dalam rangka untuk kelancaran

pelaksanaan program dan kegiatan

sebagaimana dimaksud diatas, perlu

menetapkan Perubahan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018, yang mendahului penetapan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belalja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

bahwa Penetapan Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas

telah sesuai dengan angka V. Hal Ktrusus

Lainnya pada point 22 dalam Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2017 tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

134 Tahun 2077 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2OLT tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol81'

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Perattrran Bupati tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin

Nomor 40 Tahun 2077 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2OL8;

c.

/d
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Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 7999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaha-raan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

aaoQ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Ferencanaan Pembangunan Nasional

(I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4+21\; i

/t(

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

h:sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

13O, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20lt Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik

9.

10.

11.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2Ol7 Nomor 233,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6138);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengal Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemc ntah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2OtO tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor llO, Tambahan kmbaran Negara

13.

t4.

15.

Republik Indonesia Nomor 5155);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6141;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7

tentang Pengelolaan Uang Ncgara/Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOT Nomor 83, Tambahan kmi ?iran Negara

Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol7

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 59,

Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

17.

18.

19.

20.

2t.
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau

T\-rnjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau

Tunjangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengal Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2OI8 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintatr Nomor 19 Tahun 2076

tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau

T\rnjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau

T\rnjangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6207);

24. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60a1);

/w(
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7

tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol8

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor

2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2Ol8

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam

Tahun Anggaran 2OL8 Kepada Pegawai Negeri

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan

Penerima Tunjangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6208);

Peraturan Presiden Nomor IOT Tahun 2017

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol8

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OLT Nomor 2a\;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol8 Nomor 33);

26.

27,

28.

29.

c{
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O7L

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1

Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l
Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2oll tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 450), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OI8

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 2036);

f r,[
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34.

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor SaT);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2017 tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol8 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLT Nomor 825),

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor L952);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2OOB Nomor 05), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2OLS Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2Ol2 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Ke4a Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor O1);

36.

37.
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 12);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2076 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 23

Tahun 2OI7 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2017 Nomor 23);

41. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2OO8

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OO8

Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin

Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor O2

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2015 Nomor 29);

42. Peraturan Bupati Tapin Nomor O6 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan

dan Penatausahaan, Pertanggungfawaban dan

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016

rMNomor 06);
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43. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2Ot6

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Keda Perangkat

Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2Ol7 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor

25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2077 Nomor

38);

44. Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2OL7

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2078 (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OLT Nomor

4O), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Tapin Nomor 40 Tahun 2Ol7 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2078 (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2078 Nomor 08);

45. Peraturarr Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2Ol7

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Ke4a Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2Ol7 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR

40 TAHUN 2OI7 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018.

"o{
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun

2Ol7 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2Ol8 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OLT

Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Tapin Nomor 08 Tahun 2078 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol8 (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ot8 Nomor 08), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I. Ringkasan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol8 diubah, sehingga

Lampiran I. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2Ol8 berbunyi menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I. Ringkasan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI8 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran Ia. Ringkasan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan

Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah,

sehingga Lampiran Ia. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Rincian

Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan berbunyi menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia. Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

?r$"
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3. Ketentuan dalam La.mpiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol8 diubah, sehingga

Lampiran II. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 berbunyi menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IL Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2OL8 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 0r.r .Tuni 7:i1f].

4 o,rr", .YAHYAR

Diundangkan di Rantau

pada Juni ?O?i

ARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

BERTTA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 11


